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Denny Indrayana Tersangka

JAKARTA - Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek
payment gateway di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (HAM) memasuki babak baru. Penyidik
Bareskrim Polri meningkatkan status mantan Wakil
Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai

tersangka tadi malam.

Kepala Bagian Penerangan Umum
Divisi Humas Polri Kombes Pol
Rikwanto mengungkapkan, penetapan
tersangka terhadap Denny ini setelah
melalui gelar perkara di Direktorat
Tipikor Bareskrim Mabes Polri yang
dilakukan pada Minggu (22/3) lalu.
“Yang bersangkutan (Denny) akan
dipanggil sebagai tersangka pada hari

Jumat untuk diperiksa,” katanya ke-
padaKORANSINDO tadimalam.

Penetapan tersangka ini terkait “Mungkin  besok, *
dengan dugaan adanya tindak pidana  kalau minta dampingi
korupsi dalam pelaksanaan proyek pay- . sesuaiaturan KUHAP,
ment gateway di Kemenkum HAM  mungkin jadi ter-
2014. Pada saat itu Denny menjabat  sangkasaja,”kataBu-

sebagai wakil menteri dan memimpin
proyek yang telah menghabiskan

anggarannegarasekitar Rp32 miliaritu.

Pernyataan Rikwanto ini seakan
menegaskan apa yang disampaikan
Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso
pada Jumat (20/3) lalu. Saat itu Kaba-
reskrim telah mengisyaratkan status
Denny meningkat menjadi tersangka.
Hal tersebut diungkapkan Budi setelah
Denny mangkir dari pemanggilan lan-
taran tidak boleh dxdampmgl oleh
penasnhat hukum.

di. Bareskrim telah

menemukan ti%k 3

({darital 1

- Sayang, Amir Syamsuddin
pun enggan mengomentari
adanya kerugian negara sebe-
sar Rp32,093.692.000 dan pu-
ngutan tidak sah sebesar
Rp605juta darisistemitu.

Dalam kasus ini Denny ter-
keé‘aanerbeht belit dalam me-
nanggapi pemeriksaan polisi.
Saat panggilan pertama dia
malah memilihdatangkekantor
Mensesneg untuk mengadukan
kasusnya daripada datang ke
Mabes Polri. Karena dia meng-
klaim pengusutan kasus pay-
ment gateway merupakan upaya
kriminalisasi terhadap dirinya
yangtelah membela KPK.
- Sikap Denny yang menolak
diperiksa polisi dan memilih
ﬁerkehlmg mencari dukungan
itu mendapat kritikan banyak
tokoh, termasuk Wakil Presi-
den Jusuf Kalla. JK meminta
para penggiat antikorupsi ber-

sikap jantan dan sportif. Lon- Denny pun akhirnya men-
taran JK ini menyentil sikap datanglpanggllan dandiperiksa
Denny yang tak memenuhi sebagaisaksidiBareskrim pada
panggilan polisi. “Penggiat Kamis (12/3) Saat itu, Denny
antikorupsi jangan takut di- menolakadanyaanggapanyang
periksa. Biasanya, periksaitu, = menyebut negara mengalami
periksa ini, tahanitu, tahanini,  kerugian hingga Rp32,4 miliar
periksa BG, masukkan BG,ke-  dalam proyek payment gateway .
tikaakandiperiksajangansaya, Menurut dia, nilai itu merupa-
fair tidak?"katanyadenganna-  kan pendapatan yang diperoleh
datanya.JKmenyatakanorang negara dalam proyek sistem
yang diperiksa penyidik, baik  pembuatanpasporsecaraonline.
itu dari kepolisian, kejaksaan,  “Sudahadalaporan BPK (Badan
maupun KPK, bukan sebuah  Pemeriksa Keuangan) yang me-
bentuk kriminalisasi karena ngatakan proyekinisudah me-

bagiandariprosesmengumpul-  nyetorkan Rp32,4 miliar. Jadi
kan fakta. negara menerima uang Rp32,4
Penggiat antikorupsi juga  miliar, bukan kerugian negara,”
harus bisa menjelaskan bahwa  kilahnya.
dirinya tidak melakukan ko- Namun, pemeriksaannya ti-
rupsisepertiyangdisangkakan.  dak tuntas karena Denny me-
“Itutidaksportif,janganbegitu,  minta didampingi pengacara.
jelaskan dulu masalahnya.Ja-  Sebaliknya, polisi enggan me-
ngan karena penggiat antiko-  menuhi permintaan Denny ka-
rupsi terus tidak mau dipe- renasaatitustatusnyamasihse-
riksa,” tekan JK. bagai saksi.

Denny dilaporkan ke Ba-
reskrim Polrioleh AndiSyamsul
Bahri. Dalam laporan LP/166/-
2015/Bareskrim, Denny dila-
porkan atas dugaan korupsi
saat masih menjabat sebagai
wakil menteri hukum dan
HAM. Guru besar UGM Yogya-
kartaitu disangka dengan Pasal
2jo Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 20/2001 tentang peru-
bahan atas Undang-Undang
Nomor 31/1999 tentang Pem-
berantasan Korupsijo Pasal 55
ayat1ke-1KUHP.

Paymentgateway merupakan
layanan jasa elektronik penerbi-
tan paspor yang mulai dilun-
curkanJuli2014.Namun, belum
lama diluncurkan Kementerian
Keuangan merespons layanan
tersebut belum berizin. Proyek
tersebut kemudian dihentikan
oleh Menkumhamsaatitu, Amir
Syamsuddin, padahal negarasu-
dah mengeluarkan dana sebesar



Rp32 miliar.

Kuasa hukum Denny Indra-
yana, Defrizal mengakui, klien-
nya menerima surat panggilan
sebagai tersangka untuk dipe-
riksa hari Jumat mendatang.
“Belum tahukami(apakah Den-
ny datang atau tidak). Kami ba-
ruterimasuratjadimaukonsul-
tasikan dulu,” ujarnya tadi ma-
lam.

Baga,unana reaksi Denny
saat menerima sprat panggilan
'sebagal tersangka? “Beliau sa-
ngat siap menghadapi kasus ini
karena beliau merasa enggak
adayang salah dengan program
ini. Beliau merasa dikriminali-
sasilah,” jawabnya.

Kemarin siang pengacara
Denny yang lain, Heru Widodo,
mendatangi Bareskrim Mabes
Polri untuk menanyakan kejela-
san kasuskliennya. Kepada war-
tawan, Heru menyebut dana
Rp605 juta yang disebut-sebut

punglidalamkasus pembayazan
paspor elektronik itu sebaga1
biaya resmi perbankan. “Ten-

~ tanginfo adanya pungli sejum-

lahRp605jutaitutidak tepatka

rena program payment gateway

justru bertujuan menghilang-
kan pungli dan calo paspor.
Rp5.000 per transaksi itu biaya
resmiperbankan, bukanpungli,”
kata Heru di Gedung Bareskrim,
Jakarta, kemarin,

Menurut dia, biaya Rp5.000
per transaksi paspor bukan me-
rupakan sesuatu yangwajib. Se-
bab, bilapemohon memilih me-
lakukan transaksi secara ma-
nual (loket) maka tidak dikenai
biayatersebut. |

Mengenaipemberitaanbah-
wa terdapat kerugian negara
sebesar lebih dari Rp32 miliar,
Heru juga membantah. “Sama

sekali tidak ada kerugian nega-

ra. Karena sebenarnya angka

. itu, menurut BPK tertanggal 30

Desember 2014, bukan keru-
giannegara,” katanya.

Dana tersebut, lanjut Heru,
merupakan nilai penerimaan
negara bukan pajak (PNBP)

_yangdisetorkenegaradarihasil

pembuatan paspor. Dengan

* demikian, pihaknya memasti-

kan tidak ada kerugian negara
yang ditimbulkan dari program
pembayaranpasporsecaraelek-

" troniktersebut.

Sebelum ini Kadivhumas
Polri Brigjen Pol Anton Char-
liyan menjelaskan, dari hasil
audit BPK disimpulkan adanya
indikasi kerugian negara sebe-
sar Rp32.093.695.000 dari pe-
ngadaan proyek tersebut. Se-
lain itu Anton membeberkan,
dalampelaksanaan programitu

* terdapat pungutan liar senilai

Rp605juta.
®helmisyarif/
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